BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR    258  TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
SEBAGAI PENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (P2SPP) DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :    
	a.
	bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP), perlu membentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP);


	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP);



	Mengingat   :    
	 1.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



	
	 2.                        
	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;


	
	3.
	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



	
	4.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan  Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
                     

	
	5.
	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


	
	6.
	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;


	
	7.
	 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;



	
	8.
	 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1  Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008;


	
	9.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2007  tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;


	
	10.
	 Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun  2008  tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;



	Memperhatikan:
	1.
	Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departeman Dalam Negeri Nomor 414.2/2375/PMD tanggal 23 November 2007 tentang Daftar Ancar-Ancar Lokasi dan Alokasi Pilot P2SPP Tahun Anggaran 2008;


	
	2.
	Surat Sekretaris Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor 412/25/2944/PMD tanggal 12 September 2008 tentang Petunjuk Teknis Pencairan BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2008;



	
	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan :
	

	KESATU      :
	Membentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2SPP Tahun Anggaran 2008;


	KEDUA        :
	 Tugas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah sebagai berikut :

a. melakukan pembukaan rekening dengan spesimen ketua dan seluruh fasilitator kecamatan yang bertugas;
b. membuat administrasi dan pelaporan dana BLM; dan

c. membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada masyarakat.



	KETIGA       :
	Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), sebagaimana  tertera dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati ini.



	KEEMPAT   :         
	  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



        Ditetapkan di Bantul







        pada tanggal 18 Oktober 2008






        BUPATI BANTUL,

                                                                                   M. IDHAM SAMAWI
Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 

4. Ketua DPRD Kabupeten Bantul;

5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

6. Kepala Bawasda Kabupaten Bantul;

7. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;

8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantul;
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul;
10. Camat yang bersangkutan;

11. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
                                                                               LAMPIRAN   

